SALINAN

BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunung Mas;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Sukamara. Kabupaten
Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan
Tengah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Menetapkan

-

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679}

4, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Dacrah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomeor 3};

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Instanst Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Perangkat Daerah {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1539);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor
7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor
270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunung Mas Nomor 270.a};

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA HKERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, vang dimaksud dengan:

I. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Gunung Mas.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan
urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem
dan prinsip Negara Kesatuan Republik [ndonesia



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gunung Mas
beserta Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

5. Sekretaris Daerah adalah  Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunung Mas.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur
pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai
aparatur sipil negara vang Dbertanggung jawab
melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan.

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan vang
berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan
kenaikan pangkatnva disyaratkan dengan angka
kredit.

BAB II
PENETAPAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas
Kebudavaan dan Pariwisata di lLingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3

{1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur
pelaksana  Urusan  Pemerintahan di  bidang
kebudavaan dan bidang pariwisata.

(2) Dinas Kebudavaan dan Pariwisata sebagaimana
dimaksud pada avat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas
yvang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 4

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,
terdiri dari:

a.
b.

(1)

(2)

Kepala Dinas;
sekretaris, membawahkan:
1. sub bagian umum dan kepegawaian; dan
2. sub bagian perencanaan, keuangan dan aset,
bidang, terdiri dari:
1. bidang kesenian, membawahkan:
a} seksi kesenian, adat tradisi; dan
b) seksi sejarah dan warisan budaya,
2. bidang pelestarian cagar budaya, permuseuman
dan registrasi data, membawahkan:
a) seksi pelestarian, registrasi dan data cagar
budaya; dan
b} seksi pengembangan sumber daya manusia,
koleksi dan permuseuman,
3. bidang pariwisata, membawahkan:
a) seksi pengembangan destinasi, produk objek
wisata, analis pasar dan promosi; dan
b) seksi kemitraan dan dan peningkatan peran
serta masvarakat,
kelompok jabatan pelaksana dan jabatan fungsional;
dan
unit pelaksana teknis dinas.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 5

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas

pokok membantu Bupati dalam melaksanakan

kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi

di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan

kebijaksanaan vang  ditetapkan berdasarkan

Peraturan perundang-undangan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis  di bidang
kebudayaan dan pariwisata, sesuai dengan
kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati
berdasarkan peraturan perundang-undangan;

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang Kebudayaan dan
pariwisata sesuai dengan kebijakan umum yang
ditetapkan oleh Bupati;



(1)

(3)

(4)
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c. perumusan dan penetapan kebijakan operasional

pembinaan, pengaturan, pengendalian sarana

dan  prasarana bidang kebudayvaan dan

pariwisata;

pelaksanaan pembinaan kesenian daerah;

pelaksanaan penetapan cagar budaya;

pelaksanaan pengelolaan cagar budaya;

pelaksanaan pengelolaan museum;

pelaksanaan sejarah lokal;

pelaksanana pengelolaan destinasi pariwisata:

pelaksanaan kawasan strategis pariwisata;

pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata;

dan

l. pelaksanaan fungsi lain vyang diberikan oleh
Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

TR S o

BAB IV
TATA KERJA DINAS
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal
serta horizontal baik dalam lingkungan Perangkat
Daerah maupun instansi lain sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.

Kepala Dinas Kebudavaan dan Pariwisata
berkewajiban dan bertanggung jawab memimpin,
mengkoordinasikan, memberikan petunjuk-petunjuk,
mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing.

Setiap pimpinan unit organisasi pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata wajib mengikuti dan
memenuhi petunjuk-petunjuk dan tanggung jawab
kepada atasannya masing-masing serta
menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit
organisasi pada Dinas Kehbudavaan dan Pariwisata
yang berasal dari bawahan, wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan penyusun laporan lebih
lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk
kepada hawahan.

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud
pada ayat (1) Kepala Dinas dibantu oleh sekretaris,
kepala bidang, kepala sub bagian, dan kepala seksi.
Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang. kepala sub
bagian dan kepala secksi diwajibkan memimpin
bagian/bidang/seksi serta stafnya secara berjenjang
sesuai dengan susunan organisasi yang ada.

Uraian tugas Kepala Dinas, sekretaris, kepala bidang,
kepala sub bagian dan kepala seksi lebih lanjut
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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BAB V

KELOMPOK JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL

(1)

(2)
(3)

(4)

(1)

(3)

Pasal 7

Kelompok Jabatan terdiri atas Jabatan Pelaksana
dan Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang
keahliannya.

Kelompok Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Jumlah Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan jenjang Jabatan Pelaksana dan Jabatan
Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.

BAB V]
KEPEGAWAIAN
Pasal 8

Bupati mengkonsultasikan secara tertulis calon
Pejabat pada jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau
Jabatan setara eselon 1l di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Gunung Mas dalam pengangkatan dan
pemberhentian kepada Gubernur atas usul
Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan
dari Tim Penilai atau Badan Pertimbangan Jabatan
dan  kKkepangkaran Kabupaten Gunung Mas
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian, kepala
seksi dan pemegang jabatan fungsional diangkat
dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris
Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten
Gunung Mas berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan kepegawaian pada Dinas Kebudayaan
dan Pariwisata dilakukan oleh Bupati sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

BARB VII
PENDANAAN
Pasal 9

Segala biaya yvang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas
Dinas Kecbudayaan dan Pariwisata dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten
Gunung Mas.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala
ketentuan mengenai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
dalam Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 36 tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah
Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 383),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Ketentuan mengenai:

a. bagan susunan organisasi Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata tercantum dalam Lampiran I; dan

b. tugas dan fungsi Dinas Kebudayvaan dan Pariwisata
tercantum dalam Lampiran i,

sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini,

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2019

BUPATI GUNUNG MAS,
ttd

JAYA SAMAYA MONONG
Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal 31 Desember 2019

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KEPALA BAGIAN HUKUM,

KABUPATEN GUNUNG MAS,
ttd

YANSITERSON NIP. 1¢ 13

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 497



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DI LINGKUNGAN

STRUKTUR ORGANISASI
NOMOR 60 TAHUN 2019
DINAS KEBUDAYAAN DAN DINAS TENTANG
PARIWISATA (TIPE B) KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS
KELOMPOK JABFUNG : SEKRETARIAT
]
]
; ' ]
[}
. ]
]
' SUBBAG SUBBAG
: PERENCANAAN, UMUM DAN
' KEUANGAN DAN ASET KEPEGAWAIAN
!
BIDANG BIDANG PELESTARIAN CAGAR BIDANG
BUDAYA, PERMUSEUMAN DAN
KESENIAN REGISTRASI DATA PARIWISATA
- | ] | | |
SEKSI SEKSI PELESTARIAN, SEKSI PENGEMBANGAN
KESENIAN, ADAT REGISTRASI DAN DATA DESTINASI, PRODUK
TRADISI CAGAR BUDAYA OBJEK WISATA, ANALIS
PASAR DAN PROMOSI
SEKSI SEKSI KEMITRAAN DAN
SEKSI SEJARAH DAN PENGEMBANGAN SDM, PENINGKATAN PERAN
WARISAN BUDAYA KOLEKSI & SERTA MASYARAKAT
PERMUSEUMAN
UPTD | J
J

BUPATI GUNUNG MAS
ttd

JAYA SAMAYA MONONG



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

NOMOR 6o TAHUN 2019

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GUNUNG MAS

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NO NAMA JABATAN

TUGAS

FUNGSI

1. ' Kepala Dinas

Memimpin, membina.
mengkoordinasikan, merencanakan
serta menetapkan program kerja, tata
kerjadan mengembangkan semua
kegiatan Kebudayaan dan Pariwisata
serta bertanggungjawab atas
terlaksananya tugas dan fungsi Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Gunung Mas.

1.

perumusan Kkebijakan teknis bidang Kebudayaan
dan Pariwisata sesuai dengan rencana strategis yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah serta
berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan
vang berlaku agar pelaksanaan tugas benalan
denganlancar;

pengoordinasian penyusunan rencana Kerja dan
Anggaran program bidang Kebudayaan dan
Pariwisataagar serasi dan saling mendukung dalam
pelaksanaantugas;

pembinaan pelaksanaan program bidang
Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan tugas
pokok dan fungsi masing-masing agar tidak terjadi
kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

pengarahan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara berkala
berdasarkan tugas dan tanggungjawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan dengan terti
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12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.

pelaksanaan kebijakan nasinal/provinsi serta
penetapan pedoman pengembangan destinasi /objek
pariwisata skala Kabupaten;

pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi/objek
wisata pariwisata skala Kabupaten;

pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan
destinasi/objek pariwisata skala Kabupaten;

penilaian prestasi kerja bawahan lingkungan Bidang
Pariwisata berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai
bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan
dilingkungan bidang Pariwisatasesuai dengan prosedur
dan peraturan perundang-undangan yang Dberlaku
sebagai bahan pertanggungjawaban;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungiawaban; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya
dapat berjalan lancar.

e ——
RABAG HUKUM

KASUBRAG

N

k-
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a. Kepala Seksi
Pengembangan
Destinasi, Produk
Objek Wisata,
Analis Pasar dan
Promosi

Memimpin dan melaksanakan
Pengembangan Destinasi, Produk
Objek Wisata, Analis Pasar dan
Promosi berdasarkan rencana
Operasional Bidang Pariwisata
sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas.

. perencanaan kegiatan

. pembimbingan pelaksanaan

Seksi Pengembangan
Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan
Promosi berdasarkan Rencana Operasional Bidang
Pariwisata dan ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan

tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi
Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata,
Analis Pasar dan Promosi;

tugas bawahan
dilingkungan Seksi Pengembangan Destinasi,
Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan Promosi
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

. pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan

dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil
kerja yang benar dan akurat;

. pelaksanaan penghimpunan bahan pembinaan dan

petunjuk teknis pelaksanaan Pengembangan
Destinasi, Produk Objek Wisata, Analis Pasar dan
Promosi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. penyusunan program peningkatan dan pembinaan

tenaga Pengembangan Destinasi, Produk Objek
Wisata, Analis Pasar dan Promosi sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk
kelangsungan pariwisata yang berkelanjutan;

. penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi

Pengembangan Destinasi, Produk Objek Wisata,
Analis Pasar dan Promosi berdasarkan hasil kerja
yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

oo
RABAG HUKUH] KASUBBAG !

)

M
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10.

pelaksanaan penghimpunan bahan pembinaan dan
petunjuk teknis pelaksanaan Kemitraan dan
Peningkatan Peran serta Masyarakat sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

penyusunan program peningkatan dan pembinaan
tenaga Kemitraan dan Peningkatan Peran serta
Masyarakat sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku untuk kelangsungan
pariwisata yang berkelanjutan;

penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi
Kemitraan dan  Peningkatan  Peran serta
Masyarakat berdasarkan hasil kerja yang dicapai
sebagai bahan dalamn pembinaan dan peningkatan
karier;

. pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi

Kemitraan dan Peningkatan Peran serta
Masyarakat sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi
Kemitraan dan  Peningkatan  Peran serta
Masyarakat sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan lancar.

RABAG HUKUM] KASUBBAG |

S

K
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Kepala Bidang Kesenian [Memimpin dan melaksanakan
enyiapan bahan perumusan
ebijakan di bidang kesenian, sejarah,
adisi, dan warisan budaya sesuai

dengan prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk kelancaran tugas.

10.

. perencanaan operasional bidang kesenian, sejarah,

tradisi dan warisan budaya berdasarkan program
tahunan dinas kebudayaan dan pariwisatasebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan

bidang kesenian, sejarah, tradisi dan warisan budaya
sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang
ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan
efektif dan efisien;

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan bidang kesenian, sejarah, tradisi dan
warisan budaya sesuai dengan tugas dan
tanggungjawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
dengan tertib dan lancar;

penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan
bidang kesenian, sejarah, tradisi dan warisan budaya
secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur
yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang
diharapkan;

penyusunan perumusan kebijakan di bidang kesenian,
sejarah, tradisi dan warisan budaya;

pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian, sejarah,
tradisi dan warisan budaya;

. pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan

pemahaman nilai-nilai tradisi;

pelaksanaan kebijakan di bidang kesenian, tradisi dan
warisan budaya pembinaan dan pengembangan tenaga
kebudayaan;

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kesenian, sejarah, tradisi dan warisan budaya;
pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
kesenian, sejarah, tradisi dan warisan budaya,;

Ao s arn o

KABAG HUKUA

[
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a. Kepala Seksi Kesenian,

emimpin melaksanakan penyiapan
erumusan dan pelaksanaan
ebijakan di Seksi Kesenian dan Adat
radisi, berdasarkan rencana
Operasional Bidang Kesenian
sesuai ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman  pelaksanaan
gas

Adat Tradisi

1. perencanaan kegiatan seksi Kesenian dan Adat
Tradisi berdasarkan rencana operasional bidang
keseniansesuai ketentuan yang berlaku sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

2. pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas seksi Kesenian dan
Adat Tradisi;

3. pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan
dilingkungan Seksi Kesenian dan Adat Tradisi sesuai
dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan
agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

4. pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan
dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil
kerja yang benar dan akurat;

5. pelaksanaan monitoring, evaluasidan pelaporan Seksi
Kesenian dan Adat Tradisi;

6. penyusunan standar, prosedur, dan kriteria di bidang
seni pertunjukan, seni rupa dan pembinaan tenaga
kesenian,;

7. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
seni pertunjukan, seni rupa, serta pembinaan dan
pengembangan tenaga kesenian;

8. pelaksanaan pemberian apresiasi
kesenian;

9. pelaksanaan kebijakan pemerintah kabupaten dibidang
penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter
bangsa, budi pekerti bangsa, lembaga kepercayaan
terhadap tuhan yang maha esa, lembaga adat

kepada pelaku

10. pelaksanaan fasilitasi pembentukan desa adat,
komunitas adat di masyarakat;
11. pelaksanaan revitalisasi terhadap budaya tradisi;
RABAG HUKUMT RASUBBAG °
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12.

13.

14.

15.

penilaian prestasi kerja bawahan lingkup Seksi
Kesenian dan Adat Tradisi berdasarkan hasil kerja
yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan
peningkatan karier;

pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi
Kesenian dan Adat Tradisi sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi
Kesenian dan Adat Tradisisesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan lancar.

b. Kepala Seksi Sejarah
dan Warisan Budaya

Memimpin dan merumuskan dan

melaksanakan kebijakan di Seksi
Sejarah dan Warisan
Budayaberdasarkan Operasional

Bidang Kesenian sesuai ketentuan
yvang berlaku sebagai pedoman
pelaksanaan tugas

perencanaan kegiatan program kerja per tahun anggaran
Seksi Sejarah dan Warisan Budaya berdasarkan
prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai
pedoman pelaksanaan kegiatan,;

pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan
Warisan Budaya;

pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan
dilingkungan Seksi Sejarah dan Warisan Budaya
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang
diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan
lancar;

pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan
dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil
kerja yang benar dan akurat;
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18.

19.

20.

pengevaluasian hasil kegiatan dilingkungan Seksi
Sejarah dan Warisan Budaya sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas;

pelaporan hasil kegiatan dilingkungan Seksi Sejarah
dan Warisan Budaya sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang Dberlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan lancar.

Kepala Bidang
Pelestarian Cagar
Budaya, Permuseuman

dan Registrasi Data

Memimpin dan melaksanakan
penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis di Bidang Pelestarian Cagar
Budaya, Permuseuman dan Registrasi
Data sesuai dengan prosedur dan
ketentuan perundang-undangan yang
berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas.

. perencanaan operasional bidang pelestarian cagar

budaya, permuseuman dan registrasi data berdasarkan
program tahunan dinas kebudayaan dan pariwisata
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan

bidang pelestarian cagar budaya, permuseuman dan
registrasi data cagar budaya sesuai dengan tugas pokok
dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang
diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

pemberian petunjuk pelaksanaan tugas bawahan di
lingkungan bidang pelestarian cagar budaya,
permuseuman dan registrasi data cagar budaya sesuai
dengan tugas dan tanggungjawab yang diberikan agar
pekerjaan berjalan dengan tertib dan lancar;

penyeliaan pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan
bidang pelestarian cagar budaya, permuseuman dan
registrasi data cagar budaya secara berkala sesuai
dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk
mencapai target kinerja yang diharapkan;
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15.

16.

17.

pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan
dilingkungan bidang pelestarian cagar budaya,
permuseuman dan registrasi data cagar budayasesuai
dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku sebagai bahan pertanggungjawaban;
pelaporan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan
prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan
pertanggungiawaban; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh
pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan
ketentuan yang berlaku agar tugas kedinasan lainnya
dapat berjalan lancar.

a. Kepala

Seksi

Pelestarian, Registrasi

dan
Budaya

Data Cagar

Memimpin dan melaksanakan kegiatan
pelestarian dan Registrasi Cagar
Budaya berdasarkan rencana
Operasional Bidang Bidang
Pelestarian Cagar Budaya,
Permuseuman dan Registrasi Data
sesuai perundang — undangan yang
erlaku untuk kelancaran
elaksanaan tugas.

perencanaan kegiatan program kerja per tahun
anggaran Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data Cagar
Budaya berdasarkan prioritas target sasaran yang akan
dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
pembagian tugas kepada bawahan sesuai dengan
tugas dan tanggungjawab masing-masing untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Seksi Pelestarian,
Registrasi dan Data Cagar Budaya;

pembimbingan pelaksanaan tugas bawahan
dilingkungan Seksi Pelestarian, Registrasi dan Data
Cagar Budayasesuai dengan tugas dan tanggung
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan
tertib dan lancar;

pemeriksaan hasil kerja bawahan sesuai peraturan
dan prosedur yang berlaku agar di peroleh hasil
kerja yang benar dan akurat;

pelaksanaan kebijakan registrasi, penetapan cagar
budaya, dan pelestarian cagar budaya;

pelaksanaan penilaian cagar budaya kabupaten,
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10. pengevaluasian hasil kegiatan di lingkungan Seksi

11.

12.

Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koleksi dan
Permuseuman sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas;

pelaporan hasil kegiatan di lingkungan Seksi
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Koleksi dan
Permuseuman sesuai dengan peraturan dan
ketentuan yang berlaku untuk kelancaran
pelaksanaan tugas; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan
oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis sesuai
dengan peraturan yang berlaku agar pelaksanaan
tugas berjalan dengan lancar.

BUPATI GUNUNG MAS,
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